RANCANGAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR TAHUN

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008

Menimbang

TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk menjaga ruang digital Indonesia yang
bersih, sehat, beretika, produktif, dan berkeadilan,
perlu mengatur pemanfaatan Teknologi Informasi dan
Transaksi Elektronik yang memberikan kepastian
hukum, keadilan, dan melindungi kepentingan umum
dari segala jenis gangguan sebagai akibat
penyalahgunaan Informasi Elektronik, Dokumen
Elektronik, Teknologi Informasi, dan/atau Transaksi
Elektronik yang menganggu ketertiban umum;

bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik, dalam pelaksanaannya masih
menimbulkan  multitafsir dan  kontroversi di
masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan
untuk mewujudkan rasa keadilan masyarakat dan
kepastian hukum dalam pelaksanaannya;

bahwa Dberdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
membentuk Undang-Undang tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Mengingat . . .




Mengingat

Menetapkan
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1. Pasal5ayat (1), Pasal 20, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E,
Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I, dan Pasal 28J
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 231,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5952);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5952) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 27
diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27 . ..
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Pasal 27
(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak
untuk diketahui umum menyiarkan,
mempertunjukkan di muka umum,

mendistribusikan dan/atau mentransmisikan
Informasi  Elektronik dan/atau  Dokumen
Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar
kesusilaan.

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak
mendistribusikan dan/atau mentransmisikan
dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang
memiliki muatan perjudian.

(3) Setiap orang dengan sengaja menyerang
kehormatan atau nama baik seseorang dengan
menuduhkan sesuatu hal untuk diketahui umum
dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui
Sistem Elektronik.

(4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak
mendistribusikan dan/atau mentransmisikan
Informasi  Elektronik dan/atau  Dokumen
Elektronik yang berisi ancaman pencemaran,
ancaman akan membuka rahasia, dan/atau
ancaman kekerasan untuk memaksa Orang
memberikan barang sesuatu yang seluruhnya
atau sebagian kepunyaan Orang itu atau Orang
lain, untuk membuat utang, untuk
menghapuskan piutang, dan/atau untuk berbuat
atau tidak berbuat sesuatu.

Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 28

Setiap Orang dengan sengaja mendistribusikan
dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik
dan/atau  Dokumen Elektronik  yang  berisi
pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan
yang mengakibatkan kerugian materiil bagi konsumen
dalam Transaksi Elektronik.

3. Diantara ...
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Di antara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 1 (satu)

pasal, yakni Pasal 28A sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 28A

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak
mendistribusikan dan/atau mentransmisikan
Informasi  Elektronik dan/atau  Dokumen
Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak,
atau mempengaruhi Orang lain sehingga
menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan
terhadap individu dan/atau kelompok
masyarakat tertentu berdasarkan atas suku,
agama, ras, dan/atau antargolongan.

(2) Setiap Orang dengan sengaja menyebarkan
Informasi  Elektronik dan/atau  Dokumen
Elektronik yang diketahuinya memuat
pemberitahuan bohong yang menimbulkan
keonaran di masyarakat.

Ketentuan Pasal 29 tetap dengan perubahan
penjelasan sehingga penjelasan Pasal 29 menjadi
sebagaimana ditetapkan dalam penjelasan pasal demi
pasal Undang-Undang ini.

Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 36

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak
melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan
kerugian materiil bagi Orang lain.

6. Ketentuan . . .
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6. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:
Pasal 45
(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak
untuk diketahui umum menyiarkan,
mempertunjukkan di muka umum,

(2)

(3)

mendistribusikan dan/atau mentransmisikan
Informasi  Elektronik dan/atau  Dokumen
Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar
kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling
lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling
banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tidak dipidana jika perbuatan tersebut
dilakukan karena pengaruh daya paksa, tipu
daya, atau penyesatan.

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak
mendistribusikan dan/atau mentransmisikan
dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang
memiliki muatan  perjudian  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana
dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh)
tahun dan/atau denda  paling banyak
RpS5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Setiap orang dengan sengaja menyerang
kehormatan atau nama baik seseorang dengan
menuduhkan sesuatu hal untuk diketahui umum
dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui
Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara
paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling
banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta
rupiah).

(5) Dalam . . .
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Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) tidak dapat dibuktikan
kebenarannya dan bertentangan dengan apa yang
diketahui padahal telah diberi kesempatan untuk
membuktikannya, dipidana karena fithah dengan
pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun
dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00
(tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
tidak dipidana jika perbuatan tersebut dilakukan
demi kepentingan umum atau karena terpaksa
untuk membela diri.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
merupakan delik aduan yang hanya dapat
dituntut atas pengaduan korban atau orang yang
terkena kejahatan dan bukan oleh badan hukum.

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak
mendistribusikan dan/atau mentransmisikan
Informasi  Elektronik dan/atau  Dokumen
Elektronik yang berisi ancaman pencemaran,
ancaman akan membuka rahasia, dan/atau
ancaman kekerasan untuk memaksa Orang
memberikan barang sesuatu yang seluruhnya
atau sebagian kepunyaan Orang itu atau Orang
lain, untuk membuat utang, untuk
menghapuskan piutang, dan/atau untuk berbuat
atau tidak berbuat sesuatu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana
dengan pidana penjara paling lama 6 (enam)
tahun dan/atau denda  paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8)
merupakan delik aduan yang hanya dituntut atas
pengaduan korban atau Orang yang terkena
kejahatan.

7. Ketentuan . . .
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7. Ketentuan Pasal 45A diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 45A

(1) Setiap Orang dengan sengaja mendistribusikan
dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi
pemberitahuan bohong atau informasi
menyesatkan yang mengakibatkan kerugian
materiil bagi konsumen dalam Transaksi
Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal
28 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6
(enam) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak
mendistribusikan dan/atau mentransmisikan
Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen
Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak,
atau mempengaruhi Orang lain sehingga
menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan

terhadap individu dan/atau kelompok
masyarakat tertentu berdasarkan atas suku,
agama, ras, dan/atau antargolongan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A ayat (1)
dipidana dengan pidana penjara paling lama 6
(enam) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(3) Setiap Orang dengan sengaja menyebarkan
Informasi  Elektronik dan/atau  Dokumen
Elektronik yang diketahuinya memuat
pemberitahuan bohong yang menimbulkan
keonaran di masyarakat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 28A ayat (2) dipidana dengan pidana
penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau
denda paling banyak Rp10.000.000.000,00
(sepuluh miliar rupiah).

Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar . ..
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Undang-Undang ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR



RANCANGAN
PENJELASAN

ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008

TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

UMUM

Bahwa kemerdekaan menyatakan pikiran dan kebebasan berpendapat
serta hak memperoleh informasi melalui penggunaan dan pemanfaatan
Teknologi Informasi dan komunikasi ditujukan untuk memajukan
kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta menjaga
ruang digital yang bersih, sehat, beretika, produktif, berkeadilan, dan
memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi pengguna dan
Penyelenggara Sistem Elektronik.

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, hak dan
kebebasan melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi
tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan pembatasan yang ditetapkan
dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin
pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan
untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral,
nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat
demokratis.

Dalam kenyataannya, perjalanan implementasi dari Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik mengalami permasalahan, antara lain
terkait ketentuan pidana yang multitafsir mengenai perbedaan antara
penyampaian kritik dan pencemaran nama baik/penghinaan sehingga
terjadi saling lapor di masyarakat.

Undang-Undang . . .
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Undang-Undang ini memperjelas kembali perbuatan yang dilarang
dilakukan melalui Sistem Elektronik dan perbuatan mendistribusikan atau
mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang
dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 28, Pasal 28A,
Penjelasan Pasal 29, dan Pasal 36, serta menyesuaikan kembali ketentuan
pidana yang diatur dalam Pasal 45 dan Pasal 45A dengan sistem hukum
pidana materiil yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP) dan menambah ketentuan pidana bagi setiap Orang yang
menyebarkan informasi atau pemberitahuan bohong yang menimbulkan
keonaran di masyarakat.

PASAL DEMI PASAL
Pasal I
Angka 1
Pasal 27
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “diketahui umum” adalah
tidak ditujukan untuk konsumsi pribadi.

Yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah
mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada
banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem
Elektronik.

Yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah
mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada 1
(satu) pihak lain melalui Sistem Elektronik.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses”
adalah semua perbuatan selain mendistribusikan
dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik
yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain
atau publik.

Ketentuan . . .
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Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan
perjudian dalam hal menawarkan  atau
memberikan kesempatan untuk permainan judi,
menjadikannya  sebagai mata pencaharian,
menawarkan atau memberikan kesempatan
kepada umum untuk bermain judi, dan turut serta
dalam perusahaan untuk itu, sebagaimana diatur
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP).

Ayat (3)

Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan
pencemaran nama baik dan/atau fitnah
sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP).

Ayat (4)

Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan
pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana
diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP).

Angka 2
Pasal 28
Cukup jelas.
Angka 3
Pasal 28A
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “keonaran” adalah
mengganggu ketertiban umum di ruang fisik,
bukan di ruang digital/siber.

Angka . . .



Angka 4
Pasal 29
Pasal ini ditujukan bagi perbuatan pelaku yang
dilakukan secara langsung dan pribadi kepada korban
termasuk perbuatan perundungan (cyber bullying).
Angka 5
Pasal 36
Cukup jelas.
Angka 6
Pasal 45
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)

Ketentuan pada ayat ini ditujukan bagi orang yang
melakukan tindakan penistaan terhadap orang
lain.

Ayat (5)

Ketentuan pada ayat ini ditujukan bagi orang yang
telah melakukan fitnah kepada orang lain dan
tidak dapat membuktikan kebenaran berita
bohongnya.

Ayat (6)

Cukup jelas.
Ayat (7)

Cukup jelas.
Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat . ..




Ayat (9)
Cukup jelas.
Angka 7
Pasal 45A

Cukup jelas.
Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR




